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ABSTRAK
SIKS-NG merupakan sebuah platform berbasis digital yang dirancang untuk membantu pengelolaan program
bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) di wilayah Desa Tawangargo. Platform ini memberikan
manfaat dalam meningkatkan efektivitas pengaturan database serta mempermudah warga dalam mengakses
informasi terkait bantuan yang mereka terima. Meski demikian, implementasi aplikasi ini masih menghadapi
beberapa kendala, seperti kestabilan server yang belum optimal, minimnya pelatihan bagi petugas pengelola,
serta adanya disparitas kemampuan digital di kalangan masyarakat lintas usia.Studi ini menerapkan kerangka
teori dari George C. Edwards I11 sebagai alat analisis untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dalam penerapan
suatu kebijakan. Teori tersebut menggunakan empat aspek kunci sebagai tolok ukur, yaitu: pola komunikasi,
ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan tata kelola organisasi birokrasi.Metode penelitian kualitatif
deskriptif diterapkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengevaluasi efektivitas
implementasi PKH melalui sistem SIKS-NG dalam meningkatkan kualitas penyaluran bantuan sosial.Hasil
penelitian menunjukkan implementasi PKH melalui SIKS-NG di Desa Tawangargo mencapai kategori cukup
berhasil. Program meningkatkan efisiensi pelayanan melalui komunikasi digital yang lancar, infrastruktur
memadai, sikap petugas positif, dan struktur organisasi jelas. Namun menghadapi tantangan ketidakstabilan
server, kurangnya pelatihan operator, kesenjangan digital generasi, dan koordinasi lintas sektor yang
kompleks.Kesimpulannya, implementasi PKH melalui SIKS-NG memvalidasi teori Edwards 111 bahwa keempat
faktor harus bekerja sinergis. Program memberikan kemudahan akses bantuan melalui digitalisasi namun
memerlukan perbaikan stabilitas sistem, pelatihan operator, dan pendekatan inklusif. Keberhasilan implementasi
kebijakan digital desa bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi dan kemampuan adaptasi semua pihak.

Kata Kunci: SIKS-NG, PKH, Digitalisasi, Bantuan Sosial, Implementasi Kebijakan

Pendahuluan

Kebijakan publik yang berlaku di Indonesia lahir melalui tahapan pengambilan keputusan yang kompleks
dengan keterlibatan beragam pemangku kepentingan, mencakup unsur pemerintahan, elemen masyarakat sipil,
hingga pelaku usaha swasta. Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah memberikan solusi terhadap berbagai
tantangan yang muncul di bidang kemasyarakatan, perekonomian, dan ketatanegaraan. Mengingat Indonesia
memiliki karakteristik masyarakat yang sangat heterogen, maka kebijakan publik yang dirumuskan harus
responsif terhadap keragaman kepentingan dan harapan warga negara, sekaligus sensitif terhadap kekhasan situasi
dan kondisi di masing-masing daerah (Nugroho, 2014).

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, sebagaimana ditunjukkan melalui penggunaan
aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG), menjadi inisiatif penting dalam
upaya meningkatkan presisi dan keterpaduan basis data warga penerima program bantuan sosial. Aplikasi SIKS-
NG dikembangkan dengan tujuan untuk melakukan pengisian dan pemutakhiran informasi terkait data kemiskinan
di tingkat desa dan kelurahan, dengan penekanan pada aspek ketelitian dan validitas data (Aptika Ogan Ilir, 2024).
Penerapan sistem SIKS-NG di wilayah Desa Tawangargo diinisiasi sejak tahun 2019, dimana desa tersebut
menjadi salah satu lokasi uji coba implementasi SIKS-NG berbasis desa dalam lingkup Kabupaten Malang.

Meski demikian, penerapan SIKS-NG dalam praktiknya menghadapi sejumlah hambatan dan belum
berjalan secara optimal. Studi yang dilaksanakan oleh Prasetyo dan Rohman (2020) mengidentifikasi beberapa
permasalahan dalam implementasi SIKS-NG, di antaranya meliputi terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana
teknologi informasi di wilayah perdesaan, minimnya kompetensi pengelola sistem dalam mengoperasikan
aplikasi, serta masih rendahnya keterlibatan aktif warga dalam kegiatan pembaruan data. Apabila implementasi
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SIKS-NG dapat dilaksanakan secara maksimal dan mampu meningkatkan ketepatan data penerima program
bantuan sosial, hal ini berpotensi memberikan dampak positif yang besar terhadap tingkat keberhasilan dan
efisiensi program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektifitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
Next-Generation (Siks-Ng) Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial?

2. Apasaja faktor pendukung dan penghambat dalam Efektifitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Aplikasi
Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (Siks-Ng) Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial?

Tujuan Penelitian

1. Mengkaji tingkat keefektifan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) melalui penggunaan platform
Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) dalam proses penyaluran bantuan sosial
kepada masyarakat.

2. Menelaah berbagai elemen yang menjadi pendorong maupun penghalang terhadap keberhasilan Program
Keluarga Harapan (PKH) yang dioperasikan melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-
Generation (SIKS-NG) dalam mekanisme distribusi bantuan sosial.

Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan yang berkontribusi memperkaya khazanah
kepustakaan ilmiah di bidang kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan program transformasi
digital melalui platform SIKS-NG.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Instansi Terkait
Peneliti ini dapat Menyediakan evaluasi komprehensif tentang efektivitas implementasi SIKS-NG di
tingkat desa
b. Bagi Masyarakat
Bagi penulis dapat menambahkan pengetahuan kesadaran dan pemahaman tentang contoh aplikasi teori
implementasi kebijakan dalam konteks nyata

Tinjauan Pustaka
Implementasi Kebijakan

Berdasarkan konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards Il (1980),
proses pelaksanaan kebijakan memegang peranan vital karena betapapun berkualitasnya suatu kebijakan, tanpa
persiapan dan perencanaan implementasi yang matang, tujuan dari kebijakan publik tersebut tidak akan tercapai.
Dalam pandangan George C. Edwards 111 (dikutip dalam Subarsono, 2011), keberhasilan implementasi kebijakan
ditentukan oleh empat faktor kunci.Faktor pertama adalah komunikasi, yang mengisyaratkan bahwa pelaksana
kebijakan perlu memahami dengan jelas tugas dan tanggung jawab mereka. Tujuan serta target kebijakan harus
disampaikan secara efektif kepada kelompok sasaran guna meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan.
Efektivitas komunikasi dapat diukur melalui tiga aspek: transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Transmisi merujuk pada proses penyampaian informasi yang berkualitas akan menghasilkan implementasi
yang optimal. Kejelasan menekankan bahwa informasi yang diterima pelaksana harus mudah dipahami tanpa
menimbulkan kebingungan. Konsistensi menuntut bahwa arahan pelaksanaan kebijakan harus tegas dan tidak
berubah-ubah dalam penerapannya.Faktor kedua adalah sumber daya, dimana meskipun kebijakan telah
dikomunikasikan dengan baik dan konsisten, namun tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pelaksanaan
kebijakan tidak akan optimal. Sumber daya mencakup kapasitas sumber daya manusia seperti kompetensi
pelaksana, serta dukungan anggaran. Implementasi kebijakan memerlukan beberapa komponen sumber daya
meliputi tenaga kerja, akses informasi, kewenangan, dan sarana prasarana.Faktor ketiga adalah disposisi, yaitu
sikap dan karakter yang dimiliki pelaksana kebijakan, seperti dedikasi, integritas, dan nilai-nilai demokratis.

Pelaksana dengan disposisi positif akan mampu menjalankan kebijakan sesuai dengan harapan para
perumus kebijakan.Faktor keempat adalah struktur birokrasi. Struktur kelembagaan yang bertanggung jawab
dalam pelaksanaan kebijakan memberikan dampak besar terhadap efektivitas implementasi. Elemen penting dari
struktur organisasi meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang
memiliki hierarki terlalu panjang cenderung memperlemah fungsi kontrol dan menciptakan birokrasi berbelit-
belit yang menghambat efisiensi.

Program Keluarga Harapan

PKH adalah program bantuan sosial berkondisi dari Kementerian Sosial RI yang bertujuan mempercepat
pengentasan kemiskinan dengan memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat yang memenubhi
syarat tertentu. Sejak diluncurkan tahun 2007, PKH menjadi program andalan pemerintah untuk mengurangi
kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM keluarga miskin (Kementerian Sosial RI, 2019). Program ini
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mengadopsi konsep Conditional Cash Transfers (CCT) yang telah sukses diterapkan di berbagai negara. PKH
menyasar keluarga miskin dan rentan yang terdaftar di DTKS dengan kriteria meliputi aspek kesehatan (ibu hamil,
balita, anak pra-sekolah), pendidikan (jenjang SD hingga SMA), dan kesejahteraan sosial (lansia minimal 60
tahun serta penyandang disabilitas berat) (TNP2K, 2021). Dalam pelaksanaannya, PKH memiliki tiga komponen
utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pada komponen kesehatan, keluarga penerima
manfaat diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Pada komponen pendidikan, keluarga diwajibkan
memastikan anak usia sekolah terdaftar di sekolah dengan kehadiran minimal 85%. Komponen kesejahteraan
sosial memberikan perhatian khusus pada lansia dan penyandang disabilitas berat.

SIKS-NG

SIKS-NG merupakan platform digital dari Kementerian Sosial Rl yang dirancang untuk meningkatkan
akurasi dan integrasi data penerima bantuan sosial sebagai pengganti sistem lama yang kurang efektif. Sistem ini
diharapkan mempercepat dan memperbaiki proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan (Kementerian
Sosial RI, 2022).Keunggulan SIKS-NG mencakup verifikasi data real-time, integrasi data antar-instansi
pemerintah, dan pemutakhiran data yang lebih responsif terhadap perubahan ekonomi masyarakat.
Implementasinya dimulai bertahap sejak 2018 untuk meningkatkan efektivitas distribusi bantuan sosial
nasional.Namun, Prasetyo dan Rohman (2020) mengidentifikasi berbagai hambatan implementasi seperti
keterbatasan infrastruktur TI di desa, minimnya kompetensi operator, dan rendahnya partisipasi masyarakat
dalam pemutakhiran data—faktor-faktor yang dapat menghambat tujuan utama SIKS-NG dalam meningkatkan
akurasi data penerima bantuan.

Metode Penelitian
Jenis Penelitian

Metode kualitatif adalah pendekatan riset yang mendalam untuk memahami fenomena sosial melalui
eksplorasi pengalaman dan persepsi subjek penelitian. Menurut Creswell (2014), metode ini memungkinkan
peneliti menggali makna yang individu berikan pada suatu persoalan sosial. Adapun pendekatan deskriptif
bertujuan menggambarkan fakta dan karakteristik fenomena secara sistematis dan akurat.Sugiyono (2019)
menyatakan penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan objek penelitian apa adanya, tanpa bermaksud
membuat generalisasi. Metode ini menghasilkan data naratif dan mendalam tentang kompleksitas fenomena
sosial.

Fokus Penelitian

Creswell (2014) menekankan bahwa fokus penelitian perlu dirumuskan secara tegas dan terperinci agar
peneliti mampu mengenali variabel-variabel yang akan dikaji beserta keterkaitan antar variabel tersebut. Kejelasan
fokus ini menjadi krusial untuk menjamin bahwa riset dapat memberikan sumbangsih bermakna terhadap
pemahaman suatu fenomena. Lebih lanjut, penetapan fokus yang akurat juga memfasilitasi peneliti dalam
menyusun pertanyaan riset yang substansial dan berbobot, yang selanjutnya akan menjadi panduan dalam tahapan
pengumpulan serta analisis data.Fokus penelitian yang jelas memungkinkan peneliti untuk mengarahkan perhatian
pada aspek-aspek penting dari fenomena yang diteliti, sehingga hasil penelitian menjadi lebih terarah, mendalam,
dan bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Keefektifan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui platform Sistem Informasi
Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial di
wilayah Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso. Mengacu pada konsep George C. Edwards llI,
keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama, yakni: pola komunikasi,
ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana (disposisi), dan tata kelola struktur birokrasi.

2. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH)
melalui platform Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) dalam mekanisme
penyaluran bantuan sosial di wilayah Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso.

a) Faktor Pendukung
1) Komunikasi yang baik antar instansi
2) Kemudahan akses bantuan untuk masyarakat
3) Kualitas dan keakuratan data yang baik
4) Fasilitas pendukung yang memadai
5) Kompetensi perangkat dasa yang memadai

b) Faktor penghambat
1) Masalah teknis system
2) Kurangnya pelatian operator
3) Ketidakakuratan data di system
4) Kurangnya sosialisasi update system
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5) Keterbatasan teknologi Masyarakat
6) Proses input data yang tidak tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan

Situs dan Latar Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada area atau kawasan dimana kegiatan riset akan diselenggarakan sesuai
dengan permasalahan dan fokus kajian yang ditetapkan. Hamid Darmadi (2011:52) menjelaskan bahwa lokasi
penelitian adalah tempat berlangsungnya proses studi yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan solusi
atas permasalahan yang dikaji selama riset berlangsung. Studi mengenai keefektifan Program Keluarga Harapan
(PKH) melalui platform Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) dilaksanakan di
wilayah Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi ini dilatarbelakangi
oleh dukungan dari aparatur desa dan warga lokal yang sangat responsif serta memberikan kemudahan dalam
mengakses data dan informasi yang diperlukan untuk kepentingan penelitian.

Sumber Data
1. Data Primer

Menurut Sugiyono, data primer merupakan sumber informasi yang diperoleh secara langsung melalui
teknik wawancara dengan narasumber penelitian serta melalui kegiatan observasi atau pengamatan lapangan
secara langsung.
2. Data sekunder

Sugiyono mendefinisikan data sekunder sebagai sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung
oleh peneliti, misalnya melalui pihak ketiga atau melalui dokumen tertulis. Data sekunder berfungsi sebagai data
pelengkap yang umumnya dikumpulkan melalui kajian kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan
informasi dari berbagai sumber seperti literatur, regulasi, peraturan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan
dengan topik penelitian. Sumber data sekunder ini berperan sebagai data tambahan yang memperkaya dan
melengkapi data primer yang telah dikumpulkan.

Teknik Pengumpulan Data
Studi ini menerapkan sejumlah metode pengumpulan data yang diuraikan sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan langsung
terhadap fenomena atau objek yang menjadi subjek kajian. Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa observasi
adalah metode yang efektif untuk memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif, sebab peneliti
dapat menyaksikan secara langsung kondisi aktual di lokasi penelitian. Dalam riset ini, peneliti
mengadakan observasi terhadap keefektifan PKH melalui platform SIKS-NG di wilayah Desa
Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Kegiatan observasi dilakukan secara intensif
selama periode 1 bulan dengan frekuensi 3 kali kunjungan, dimana setiap sesi pengamatan berlangsung
antara 1-2 jam guna mendapatkan data yang komprehensif.
2. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan adanya interaksi langsung antara
peneliti dengan narasumber untuk mengeksplorasi informasi secara mendalam terkait topik kajian. Moleong
(2018) menyatakan bahwa wawancara merupakan metode yang sangat bermanfaat dalam riset kualitatif
karena memfasilitasi peneliti untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan detail. Dalam studi ini,
peneliti mengadakan wawancara dengan pengelola Aplikasi SIKS-NG, yaitu Bapak Eka Pandu Reyhnata,
yang telah mengoperasikan aplikasi SIKS-NG sejak tahun 2021 hingga saat ini. Peneliti merancang pedoman
wawancara sebagai acuan alur dan substansi wawancara guna memastikan konsistensi tujuan yang diperlukan
dalam mengkaji efektivitas PKH melalui platform SIKS-NG.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mencakup pengumpulan dan penganalisisan
dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa
dokumentasi merupakan sumber informasi yang krusial dalam riset karena dapat menyediakan bukti
faktual yang menguatkan analisis dan simpulan yang dihasilkan. Dalam studi ini, dokumentasi meliputi
pengumpulan data dari berbagai sumber seperti laporan resmi Kementerian Sosial, data kependudukan dari
Kantor Desa Tawangargo, serta dokumen yang berkaitan dengan penerapan SIKS-NG. Kegiatan
dokumentasi yang dilaksanakan peneliti berupa pengambilan foto tampilan aplikasi SIKS-NG, foto
kegiatan wawancara dengan pengelola Aplikasi SIKS-NG, dan bagan struktur organisasi Desa Tawangargo
sebagai pendukung kelengkapan data penelitian.

Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan komponen vital dalam metodologi penelitian ilmiah karena melalui analisis data
dapat diberikan interpretasi dan pemaknaan yang bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan penelitian.
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Moleong (2016) menjelaskan bahwa riset kualitatif menitikberatkan pada elaborasi naratif sehingga dapat
memahami kompleksitas kondisi psikologis manusia. Tujuan dari analisis data kualitatif adalah memungkinkan
peneliti menemukan makna dari variabel-variabel sebagai solusi atas permasalahan yang dirumuskan. Teknik
analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) meliputi tiga tahapan pokok
yang saling berkaitan, yakni kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi yang
berlangsung secara berkesinambungan sepanjang proses penelitian.

1) Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan data dari semua sumber, baik data primer
maupun sekunder. Menurut Sugiyono (2017:239), dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan
dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan
secara terus menerus hingga menjawab permasalahan tentang efektivitas PKH melalui aplikasi SIKS-NG.

2) Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data merupakan tahapan seleksi informasi yang diperoleh melalui teknik wawancara
dan observasi di lokasi penelitian, yang selanjutnya diarahkan pada penerapan Aplikasi SIKS-NG dalam
meningkatkan ketepatan data penerima PKH di Desa Tawangargo. Menurut Miles, Huberman, dan
Saldana (2014), kondensasi data mencakup empat tahapan: pemilihan, pemfokusan, pengabstraksian, dan
penyederhanaan. Proses pemilihan dilakukan dengan memberikan kode pada setiap item hasil wawancara.
Pemfokusan memusatkan perhatian pada permasalahan yang dirumuskan dengan mengacu pada empat

indikator teori Edward Ill. Pengabstraksian merangkum hal-hal penting dan informasi utama.
Penyederhanaan mentransformasikan data menjadi bentuk lebih sederhana melalui pengelompokan
sistematis.

3) Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan dalam format deskripsi ringkas, diagram, relasi antar kategori, dan bagan
alur. Sugiyono (2005) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, metode penyajian data yang paling
umum digunakan adalah dalam bentuk teks naratif. Dalam studi ini, data dipaparkan melalui teks naratif
dengan analisis komprehensif mengenai temuan penelitian. Penyajian data mengolah hasil wawancara,
observasi, dan dokumentasi yang dihimpun peneliti dari Kantor Desa Tawangargo, Kecamatan
Karangploso, Kabupaten Malang, kemudian menyusunnya menjadi pola yang mampu menggambarkan
kondisi faktual di lapangan.

4) Menggambar dan Memverifikasi Kesimpulan (Drawing and Verification Conclusion)

Tahapan akhir dalam kerangka analisis Miles dan Huberman adalah proses penarikan kesimpulan
atau verifikasi. Sugiyono (2005) menjelaskan bahwa penarikan kesimpulan dalam riset kualitatif
merupakan temuan inovatif yang sebelumnya belum terungkap. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi
atau penggambaran suatu objek yang awalnya masih samar menjadi lebih jelas setelah diteliti, dapat pula
berbentuk hubungan sebab-akibat, pola interaktif, hipotesis, maupun teori. Peneliti yang telah
mengumpulkan data akan berupaya merumuskan kesimpulan, kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi
sepanjang proses penelitian untuk memastikan validitasnya dengan menggali data baru yang lebih
komprehensif.

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam riset kualitatif merupakan kriteria fundamental terhadap hasil data penelitian, yaitu
valid, reliabel, dan objektif. Data yang valid adalah informasi yang konsisten antara data yang dilaporkan oleh
peneliti dengan kondisi faktual yang terdapat di lokasi penelitian. Pengujian keabsahan data yang dilaksanakan
peneliti terhadap Implementasi Aplikasi SIKS-NG dalam meningkatkan akurasi data penerima PKH Desa
Tawangargo perlu dilakukan melalui prosedur penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. William
Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2023:189) menjelaskan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas
didefinisikan sebagai verifikasi data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai metode, dan pada berbagai
waktu, yang mencakup triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber sebagai metode pengujian kredibilitas data dilaksanakan dengan melakukan

verifikasi terhadap informasi yang telah dikumpulkan melalui beberapa sumber yang berbeda. Sugiyono

(2013:274) mencontohkan, seperti membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara,

membandingkan temuan wawancara dengan dokumen yang tersedia, serta membandingkan hasil

wawancara dari satu informan dengan informan lainnya. Dalam studi ini, triangulasi sumber

diimplementasikan dengan menguji keabsahan data melalui penelusuran komprehensif terhadap informasi

dari hasil wawancara lintas informan yang kemudian dibandingkan dengan dokumen pendukung yang

relevan hingga ditemukan tingkat kredibilitasnya untuk dirumuskan menjadi kesimpulan.

2. Triangulasi Teknik
Sugiyono (2015:274) menjelaskan bahwa triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data
dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap sumber yang sama menggunakan metode yang
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berbeda. Sebagai contoh, informasi yang diperoleh melalui wawancara kemudian diverifikasi dengan
observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Apabila ketiga teknik pengujian kredibilitas tersebut
menghasilkan data yang tidak konsisten, maka peneliti mengadakan diskusi dengan narasumber terkait
untuk memastikan data mana yang akurat. Dalam studi ini, peneliti melakukan verifikasi data dengan
mengadakan diskusi komprehensif terhadap temuan dari tiga metode berbeda, yaitu wawancara,
dokumentasi, dan studi pustaka.
3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan berbagai
sumber, cara, dan waktu. Menurut Sugiyono (2015:274), perubahan suatu proses dan perilaku manusia
mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi
penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan
pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan enam kali secara tatap muka dan terus menerus
melalui WhatsApp, serta melakukan observasi sebanyak enam kali.

Hasil dan Pembahasan
1. Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
Next-Generation (SIKS-NG) Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial

Digitalisasi sistem bantuan sosial menjadi kebutuhan penting saat ini untuk penyaluran bantuan kepada
masyarakat. SIKS-NG hadir mengatasi masalah sistem lama seperti antrean panjang, proses rumit, data tidak
akurat, dan kurangnya transparansi. Kantor Desa Tawangargo mengadopsi teknologi untuk meningkatkan
pelayanan PKH. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edwards 111 dengan empat indikator: komunikasi,
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk menganalisis efektivitas SIKS-NG.

a) Komunikasi

Raahmatillah (2023) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan salah satu elemen vital dalam
pelaksanaan kebijakan, karena komunikasi yang efektif memfasilitasi interaksi yang baik antara pelaksana
kebijakan dengan kelompok sasaran. Dalam kerangka teori implementasi kebijakan Edwards Il1, efektivitas
komunikasi memainkan peranan krusial dalam menentukan kesuksesan suatu program. Pada proses implementasi
program PKH melalui platform SIKS-NG di Desa Tawangargo, komunikasi memiliki fungsi yang sangat
signifikan dalam memastikan bahwa program bantuan sosial dapat dipahami, diterima, dan dijalankan secara
optimal oleh semua pihak yang berkepentingan. Kantor Desa Tawangargo sebagai implementor utama program
memiliki tanggung jawab sentral dalam menyampaikan informasi teknis berkaitan dengan pelaksanaan program
PKH melalui sistem digital.

Komunikasi dalam implementasi SIKS-NG dapat dianalisis melalui tiga indikator: transmisi, kejelasan,
dan konsistensi. Transmisi informasi menunjukkan hasil beragam dengan jalur komunikasi yang baik melalui grup
WhatsApp, namun menghadapi tantangan karena tidak adanya pelatihan formal bagi operator. Kejelasan
implementasi menunjukkan paradoks dimana aplikasi mudah digunakan tetapi tidak ada SOP yang tersosialisasi
dengan baik. Konsistensi pelaksanaan terlihat baik dalam pengelolaan data namun masih ada masalah ketepatan
sasaran dengan tingkat kesalahan mencapai 30 persen.

b) Sumberdaya

Dalam pandangan Edwards I11, sumber daya merupakan elemen fundamental dalam pelaksanaan kebijakan
yang meliputi kapasitas sumber daya manusia, pendanaan, infrastruktur fasilitas, dan akses informasi yang
dibutuhkan untuk mengoperasikan suatu program. Robbins & Judge (2017) menekankan bahwa ketersediaan
sumber daya yang memadai menjadi syarat utama bagi organisasi untuk meraih target yang telah ditentukan.

Pada proses pelaksanaan program PKH melalui platform SIKS-NG di Desa Tawangargo, sumber daya
memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan bahwa program bantuan sosial dapat beroperasi secara efektif
dan menghasilkan dampak maksimal bagi masyarakat penerima manfaat. Kantor Desa Tawangargo selaku
implementor primer program harus menjamin ketersediaan berbagai jenis sumber daya, seperti tenaga kerja yang
memiliki kompetensi dalam mengelola sistem digital, infrastruktur teknologi informasi yang mencukupi, alokasi
anggaran operasional untuk perawatan sistem dan pelatihan pengelola, serta akses informasi yang diperlukan
untuk administrasi data penerima bantuan PKH.

Sumber daya dalam implementasi SIKS-NG dapat dianalisis melalui empat indikator: staf, informasi,
wewenang, dan fasilitas. Dari segi staf, kemampuan teknis petugas sudah memenuhi syarat dasar namun
menghadapi masalah jumlah petugas yang terbatas sehingga operator sering kewalahan. Dari segi informasi,
sistem sudah menyediakan data yang lengkap dan terintegrasi namun menghadapi masalah keakuratan dengan
kesenjangan 30 persen antara data sistem dengan kondisi lapangan. Dari segi wewenang, ditemukan masalah
penghapusan insentif yang sebelumnya ada sehingga dapat mempengaruhi motivasi dan komitmen operator dalam
jangka panjang. Dari segi fasilitas, infrastruktur dasar seperti komputer dan internet sudah memadai hamun sistem
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aplikasi SIKS-NG sering mengalami error server yang menghambat operasional dan tidak dapat dikontrol oleh
operator lokal.

c) Disposisi

Menurut Edwards 111, sikap atau disposisi adalah hal penting dalam menjalankan sebuah program yang
menunjukkan bagaimana perasaan dan dukungan orang-orang yang menjalankan program terhadap program
tersebut. Van Meter dan Van Horn (2019) mengatakan bahwa sikap positif dari orang-orang yang menjalankan
program akan membuat program berhasil, sedangkan sikap negatif dapat menghambat tercapainya tujuan
program.

Dalam penerapan program PKH melalui aplikasi SIKS-NG di Desa Tawangargo, sikap dari para petugas
yang menjalankan program sangat penting untuk memastikan bahwa program bantuan sosial dapat berjalan
dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sikap dan komitmen dari operator sistem, pendamping PKH,
perangkat desa, dan masyarakat penerima bantuan sangat menentukan efektivitas penggunaan sistem digital dalam
proses pembagian bantuan.

Disposisi dalam implementasi SIKS-NG dapat dianalisis melalui dua indikator: pengangkatan birokrasi
dan insentif. Dari segi pengangkatan birokrasi, petugas menunjukkan sikap positif terhadap tujuan program namun
frustrasi dengan sistem yang rumit. Penerima bantuan generasi muda menunjukkan sikap sangat positif, sementara
generasi tua cenderung cemas terhadap teknologi. Dari segi insentif yang diukur melalui pemahaman, generasi
muda memiliki pemahaman sangat baik, sedangkan operator menghadapi keterbatasan pemahaman karena tidak
ada pelatihan formal.

d) Struktur Birokrasi

Menurut Edwards 11, struktur birokrasi merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan yang
mencakup aspek organisasi, pembagian tugas, koordinasi, dan standar operasional prosedur yang mengatur
jalannya program. Robbins & Coulter (2018) menegaskan bahwa struktur organisasi yang jelas dan efektif akan
memudahkan koordinasi dan komunikasi antar unit dalam mencapai tujuan bersama.

Pada proses pelaksanaan program PKH menggunakan platform SIKS-NG di Desa Tawangargo, struktur
birokrasi memiliki peran yang sangat vital dalam menjamin bahwa program bantuan sosial dapat dioperasikan
secara sistematis, terkoordinasi dengan baik, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Struktur yang
melibatkan berbagai jenjang mulai dari dinas sosial di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa harus mampu
beroperasi secara sinergis dan terkoordinasi.

Struktur birokrasi dalam implementasi SIKS-NG dapat dianalisis melalui dua indikator: SOP dan
fragmentasi. Dari segi SOP, secara formal sudah tersedia di tingkat regulasi namun mengalami kesenjangan dalam
sosialisasi kepada operator yang harus belajar otodidak tanpa pelatihan formal. Pertemuan evaluasi bulanan yang
dulunya ada kini tidak dilaksanakan lagi. Dari segi fragmentasi, terdapat kejelasan pembagian tugas antara desa
dan pusat, namun koordinasi lintas instansi seperti kesehatan dan pendidikan menjadi rumit dengan sistem data
yang tidak selalu sinkron dan batasan waktu pengajuan yang berbeda-beda.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Efektifitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada
Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (Siks-Ng) Dalam Pendistribusian
Bantuan Sosial
a) Faktor Pendukung

1) Komunikasi yang baik antar instansi
Studi ini mengidentifikasi bahwa salah satu elemen pendukung yang sangat krusial dalam
mengoperasikan sistem SIKS-NG adalah terbentuknya komunikasi yang efektif antar berbagai
jenjang instansi yang terlibat. Alur komunikasi dari tingkat desa ke kecamatan dan dari kecamatan ke
dinas sosial berlangsung dengan sangat lancar tanpa kendala yang signifikan. Ketika operator
menghadapi masalah atau membutuhkan bantuan urgent, respons yang diberikan cukup cepat dan
memadai. Kondisi komunikasi yang responsif ini menciptakan rasa percaya diri bagi operator di
tingkat desa karena mereka tahu bahwa dukungan selalu tersedia ketika dibutuhkan, sehingga
komunikasi yang baik antar instansi menjadi fondasi penting yang memungkinkan sistem SIKS-NG
dapat berjalan dengan lancar.
2) Kemudahan akses bantuan untuk masyarakat
Penelitian ini menemukan bahwa penerapan sistem digital dalam penyaluran bantuan sosial
telah memberikan dampak positif yang besar bagi kemudahan akses masyarakat terhadap program
bantuan. Dengan adanya sistem ATM yang terintegrasi, masyarakat dapat mengambil bantuan dengan
mudah tanpa harus datang ke kantor desa. Digitalisasi sistem telah mengubah cara masyarakat
berinteraksi dengan program bantuan sosial secara keseluruhan, mulai dari proses pendaftaran online,
cek status di aplikasi, hingga pengambilan bantuan di ATM terdekat tanpa perlu antri lama.
Kemudahan ini sangat dirasakan oleh penerima bantuan dan menunjukkan bahwa sistem digital telah
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3)

4)

5)

berhasil menghilangkan hambatan-hambatan tradisional yang seringkali menyulitkan masyarakat
dalam mengakses bantuan.
Kualitas dan kuakuratan data yang baik

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu aspek positif yang menonjol dari penerapan sistem
SIKS-NG adalah kualitas dan keakuratan data yang dihasilkan sistem. Dari perspektif operator, data
yang ada dalam sistem selalu terjaga keakuratannya dan rutin diperbarui sesuai dengan kondisi
terbaru di lapangan. Keakuratan data juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan langsung masyarakat
dalam proses input data secara online, dimana masyarakat yang menginput sendiri cenderung lebih
teliti dan rajin mengecek serta memperbarui data ketika ada perubahan. Kombinasi antara sistem yang
dapat diandalkan dengan partisipasi aktif masyarakat menciptakan kondisi ideal untuk menjaga
kualitas dan keakuratan data dalam jangka panjang.
Fasilitas pendukung yang memadai

Keberhasilan penerapan sistem digital SIKS-NG sangat ditentukan oleh ketersediaan fasilitas
pendukung yang memadai. Infrastruktur teknologi yang baik merupakan dasar utama agar sistem
dapat berfungsi dengan baik dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saat ini, kondisi
fasilitas pendukung sudah mengalami perbaikan yang cukup berarti dengan komputer yang bagus dan
internet yang stabil. Namun, kondisi ini adalah hasil dari proses perbaikan yang telah dilakukan sejak
tahun 2022 ketika sistem sering terganggu karena menggunakan komputer lama yang sangat lambat.
Upaya perbaikan fasilitas menunjukkan komitmen organisasi untuk terus meningkatkan kualitas
pelayanan dan keseriusan dalam mendukung penerapan sistem digital.
Kompetensi perangkat desa yang memadai

Kesuksesan implementasi sistem digital dalam layanan publik tidak hanya ditentukan oleh
kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan kompetensi
sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Perangkat desa yang terlibat dalam penerapan SIKS-
NG telah menunjukkan tingkat kemampuan yang cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Mereka mampu mengoperasikan sistem dengan lancar dan memahami berbagai prosedur yang harus
dilakukan melalui platform digital. Perangkat desa sudah kompeten, terutama dalam hal pengusulan,
penghapusan, atau penanganan melalui aplikasi SIKS-NG. Kemampuan yang baik ini menjadi modal
penting untuk keberlangsungan penerapan sistem digital dan peningkatan kualitas pelayanan kepada
masyarakat.

b) Faktor penghambat

1)

2)

3)

4)

Masalah teknis sistem (server error)

Dalam penggunaan sehari-hari, SIKS-NG menghadapi kendala teknis yang cukup serius,
terutama terkait dengan server yang sering mengalami gangguan. Meskipun kualitas data yang
dihasilkan sudah baik, akurat, dan selalu update, namun kendala utama adalah server yang sering
error. Ketika server mengalami gangguan, operator tidak memiliki banyak pilihan dan harus bersabar
menunggu atau terus mencoba sampai sistem dapat diakses kembali. Masalah ini menjadi semakin
rumit karena sistem SIKS-NG dikendalikan sepenuhnya dari pusat, sehingga ketika ada masalah atau
error, operator di desa tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menunggu pihak pusat
memperbaikinya.

Kurangnya palatian untuk operator

Kurangnya pelatihan operator SIKS-NG menjadi tantangan utama dalam penerapan sistem.
Operator seperti Eka Pandu Reyhnata harus belajar secara otodidak dengan bertanya kepada operator
desa lain karena tidak pernah mendapat pelatihan atau bimbingan teknis formal. Mereka juga tidak
memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seharusnya menjadi panduan kerja. Menurut
teori Edwards 111, kondisi ini bertentangan dengan prinsip capacity building dalam implementasi
kebijakan. Ketiadaan pelatihan formal menciptakan risiko variasi pemahaman dan inkonsistensi
pelaksanaan antar operator. Edwards |1l menekankan bahwa pelatihan sistematis adalah investasi
penting untuk membangun kompetensi staff dan keberhasilan jangka panjang implementasi program.
Ketidakakuratan data di sistem

Ketidakakuratan data menjadi tantangan serius dalam SIKS-NG. Operator Eka Pandu
Reyhnata mengungkapkan bahwa hanya 70 persen data benar untuk warga tidak mampu, sedangkan
30 persen masih kurang tepat. Ibu Siti Aisyah mengalami kesalahan data anak keduanya yang tidak
tercatat meski masih sekolah SMP, namun berhasil diperbaiki dengan bantuan pendamping. Penerima
manfaat yang juga kader menunjukkan akurasi data lebih baik karena proaktif melaporkan perubahan.
Menurut teori Edwards 111, ketidakakuratan 30 persen merupakan hambatan kritis dalam sumber daya
informasi yang menyebabkan mis-targeting dan ketidakadilan distribusi bantuan. Edwards I11
menekankan perlunya mekanisme verifikasi proaktif dan validasi sistematis, bukan hanya pendekatan
reaktif menunggu laporan kesalahan.

Kurangnya sosialisasi update sistem
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Kurangnya sosialisasi pembaruan sistem SIKS-NG menjadi hambatan operasional. Operator
Eka Pandu Reyhnata menjelaskan bahwa mereka sering tidak diberi tahu tentang pembaruan dari
atasan, sehingga tiba-tiba menemukan perubahan elemen seperti menu-menu baru, dan informasi
diberikan terlambat. Kondisi ini mengganggu kelancaran kerja dan berpotensi menimbulkan
kesalahan operasional. Menurut teori Edwards 111, keterlambatan informasi bertentangan dengan
prinsip transmisi informasi yang jelas dan tepat waktu kepada pelaksana kebijakan. Edwards 111
menekankan bahwa komunikasi efektif harus kontinyu dan mencakup pembaruan selama
implementasi. Situasi operator menemukan perubahan tanpa pemberitahuan menunjukkan kegagalan
komunikasi top-down. Edwards 111 menyarankan mekanisme komunikasi terstruktur dan proaktif
agar operator dapat menyesuaikan cara kerja tanpa gangguan berarti.
5) Keterbatasan teknologi masyarakat
Keterbatasan literasi teknologi masyarakat menjadi hambatan dalam penerapan SIKS-NG. Ibu
Siti Aisyah mengungkapkan sistem terasa rumit karena kurang mengerti teknologi. Masyarakat
mengalami Kkesulitan ketika ada perubahan sistem atau masalah teknis dan harus terus bertanya
kepada petugas. Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil memperparah
kesenjangan digital dengan akses internet tidak stabil. Penerima bantuan di pusat desa menunjukkan
adaptasi lebih baik namun tetap kesulitan mengecek data mandiri. Menurut teori Edwards IlI,
keterbatasan literasi teknologi mencerminkan hambatan dalam disposisi dan sumber daya. Edwards
I11 menekankan kesenjangan antara desain kebijakan dan kapasitas kelompok sasaran memerlukan
strategi implementasi diferensiasi, program literasi digital intensif, dan desain sistem inklusif yang
mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan teknologi.
6) Proses input data yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan
Ketidaksesuaian proses input data SIKS-NG menjadi tantangan dalam penerapan sistem. Data
yang bersumber dari pusat seringkali tidak menangkap kondisi nyata masyarakat di tingkat desa.
Operator Eka Pandu Reyhnata menyarankan data seharusnya dari bawah dengan melibatkan RT yang
mengetahui warga mana yang benar-benar membutuhkan bantuan dan sudah mampu. Pendekatan
bottom-up dapat meningkatkan ketepatan sasaran karena perangkat desa memahami kondisi sosial
ekonomi warga secara mendalam. Menurut teori Edwards 111, pendekatan terlalu tersentralisasi
menciptakan kesenjangan antara data administratif dan kondisi faktual. Edwards Il menekankan
pentingnya melibatkan pelaksana lokal yang memiliki pengetahuan kontekstual untuk akurasi data.
Solusi optimal adalah sistem hybrid yang menggabungkan standardisasi terpusat dengan mekanisme
verifikasi lokal berbasis partisipasi masyarakat setempat.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis pembahasan yang telah diuraikan, dapat dirumuskan

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Implementasi Program Keluarga Harapan melalui SIKS-NG di Desa Tawangargo menunjukkan hasil
beragam berdasarkan teori Edwards Ill. Aspek komunikasi sudah baik antar tingkatan pemerintahan,
namun operator tidak mendapat pelatihan formal dan sering terlambat menerima informasi pembaruan
sistem. Sumber daya infrastruktur memadai dengan komputer bagus dan internet stabil, tetapi server sering
bermasalah, tenaga kerja terbatas, dan hanya 70% data akurat. Disposisi pelaksana positif, namun generasi
tua kesulitan menggunakan teknologi dibanding generasi muda yang adaptif. Struktur birokrasi memiliki
pembagian tanggung jawab jelas, tetapi operator tidak mendapat sosialisasi SOP dan koordinasi lintas
instansi rumit. Secara keseluruhan, program menunjukkan kemajuan digitalisasi namun memerlukan
perbaikan stabilitas sistem, pelatihan petugas, peningkatan akurasi data, dan pendekatan inklusif untuk
mencapai efektivitas optimal.

Pelaksanaan PKH menggunakan SIKS-NG di Desa Tawangargo memiliki elemen pendorong dan
penghambat. Elemen pendorong mencakup komunikasi lintas instansi yang efektif dan responsif,
kemudahan akses bantuan melalui platform digital dengan registrasi online dan pencairan melalui ATM,
tingkat akurasi data yang memadai karena masyarakat menginput data secara mandiri dan melakukan
pemutakhiran secara berkala, serta ketersediaan fasilitas komputer dan jaringan internet yang mencukupi
dengan dukungan perangkat desa yang kompeten. Faktor penghambat mencakup masalah teknis server
yang sering error dan tidak bisa diperbaiki operator karena dikelola terpusat, kurangnya pelatihan formal
sehingga operator belajar otodidak yang berisiko kesalahan, ketidakakuratan data mencapai 30%,
kurangnya sosialisasi pembaruan sistem menyebabkan keterlambatan informasi, keterbatasan literasi
teknologi generasi tua yang bergantung pada petugas, dan proses input data terpusat tidak sesuai kondisi
lapangan sebenarnya.
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Saran
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait untuk
meningkatkan efektivitas dan keberlangsungan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Aplikasi Sistem
Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) dalam proses penyaluran bantuan sosial di Desa
Tawangargo, Kecamatan Karangploso, yaitu:
a. Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sistem Berkala
Melakukan monitoring rutin terhadap kinerja sistem SIKS-NG: kecepatan loading, frekuensi error,
tingkat kesulitan operator. Membuat mekanisme feedback dari operator desa tentang kendala yang mereka
hadapi. Feedback ini digunakan untuk perbaikan sistem secara berkala sehingga aplikasi semakin baik dan
sesuai kebutuhan pengguna di lapangan.
b. Perbaikan dan Penguatan Infrastruktur Teknologi
Menyediakan perangkat komputer/laptop yang memadai dan koneksi internet stabil di setiap desa.
Pemerintah kabupaten perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan dan pemeliharaan rutin
perangkat IT di desa. Termasuk menyediakan genset atau backup power untuk mengantisipasi pemadaman
listrik yang sering terjadi di desa, sehingga operator bisa terus bekerja meskipun listrik mati.
c. Sistem Validasi Data Berlapis dengan Pelibatan Komunitas
Merancang sistem verifikasi data secara berjenjang yang dimulai dari tingkat RT/RW, tokoh
masyarakat, desa, sampai ke tingkat kecamatan.Setiap tingkatan memverifikasi kebenaran data sebelum
masuk ke sistem pusat. RT/RW dan tokoh agama diminta memberi konfirmasi apakah data di sistem sesuai
dengan kondisi riil keluarga. Ini efektif karena orang lokal lebih tahu kondisi sebenarnya tetangga mereka
dan bisa mengidentifikasi keluarga mana yang benar-benar berhak atau tidak berhak menerima bantuan.
d. Pemutakhiran Data Berbasis Kejadian dengan Aplikasi Mobile
Membuat sistem pelaporan otomatis setiap ada perubahan kondisi keluarga seperti kelahiran,
kematian, pernikahan, pindah kerja, atau naik kelas ekonomi. Mengembangkan aplikasi sederhana di HP
yang bisa digunakan operator atau kader desa untuk melaporkan perubahan data langsung dari lapangan
tanpa harus ke kantor desa. Setiap kejadian langsung dicatat dan dimasukkan ke SIKS-NG agar data selalu
terkini, bukan menunggu jadwal pemutakhiran tahunan.
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